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Abstract: Density of traffic is increasing very quickly in 
Indonesia ending of the time and that’s problem making serious 
of  traffic Jam. One of city experience that is Padang. One of the 
area experience that traffic is Bundaran air Mancur, Pasar Raya 
Padang.  This research destination is to know and to description 
Padang Governmental to overcoming traffic Jam in Bundaran 
Air Mancur, Pasar Raya Padang. Location of this thesis is 
Bundaran Air Mancur, Pasar Raya Padang, using qualitative and 
descriptive method, and purposive sampling to choice the 
informan. This thesis using 8 method books, 19 theory books, 5 of 
journal and 8 websites. If we hooked the problem with aspect of 
transportation like Le Grand, Julian and Ray Robinson said in 
their book they said that four aspects of transportation to look 
city of transportation is availability, quality, accessibility, and 
price then Padang Governmental  already take out some policy 
but that policy not yet to support aspect of transportation.   
From the result of this research can we make conclution that 
legitimate policy take out of Padang Governmental in just in 
sector price. Other aspect like availability, accessibility and 
quality not yet to be serious attention by taker of policy of 
transportation. Padang Governmental give autonomy for 
Communication Department to put in order operational 
transportation problems in Padang City included in Bundaran 
Air Mancur be based on Padang Mayor Regulation Number 31 
years 2008, where Communication Department   posess one of 
task to manage and traffic engineer.  
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PENDAHULUAN 
Transportasi merupakan bagian 
yang integral dalam kehidupan masyarakat.  
Ia tumbuh dan berkembang seiring dengan 
perkembangan peradaban manusia. 
Pengembangan teknologi transportasi yang 
baru akan menyebabkan terjadinya 
perubahan dalam masyarakat pengguna 
teknologi tersebut. Perubahan yang terjadi 
pada masyarakat menyebabkan timbulnya 
kebutuhan terhadap pengembangan 
transportasi yang baru. Demikian terus 
menerus hal ini terjadi sebagai suatu sebab 
akibat. 
Menurut Le Grand, Julian dan Ray 
Robinson ada empat aspek utama dalam 
melihat permasalahan transportasi yaitu 
ketersediaan (availability) artinya sejauh 
mana sistem transportasi dapat memenuhi 
kebutuhan. Kedua adalah kualitas (quality) 
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sejauh mana suatu sistem transportasi 
dapat menyediakan layanan yang dapat 
menjawab kebutuhan dan harapan. Ketiga 
akses (accessibility) yaitu sejauh mana 
sistem transportasi mampu dijangkau oleh 
publik. Keempat harga (price) yaitu harga 
yang harus dibayar untuk memenuhi 
kualitas pelayanan transportasi yang 
memadai. Semua aspek ini terintegrasi 
dalam suatu masalah pertransportasian 
ketika kebijakan yang ada tidak 
mendukung keempat aspek transportasi 
tersebut. Kendala utama yang akan 
ditimbulkan dari masalah ini adalah 
aktivitas ekonomi publik, seperti pergi ke 
tempat kerja, menjadi terganggu akibat 
terjadinya traffic jam,  kemacetan lalu 
lintas yang hebat. 
METODE 
  Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Pendekatan  kualitatif. 
Desain Penelitian ini adalah studi kasus. 
Tipe dari penelitian ini adalah deskriptif. 
Lokasi penelitian yang diambil adalah 
Kota Padang. 
Pemilihan informan dilakukan 
secara  Purposive sampling, yakni 
informan dipilih dengan sengaja 
berdasarkan tujuan penelitian oleh peneliti. 
Penggunaan teknik purposive sampling 
dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengambil sejumlah orang yang dipilih 
oleh peneliti menurut kriteria yang dimiliki 
oleh orang tersebut.  Informan yang 
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 
orang-orang yang terlibat dalam penelitian 
yang akan memberikan informasi atau 
jawaban mengenai apa yang menjadi objek 
penelitian.Untuk menentukan orang yang 
akan dijadikan informan dalam penelitian 
ini maka digunakan kriteria sebagai 
berikut: 
(1). Merupakan Instansi/ lembaga yang 
terkait dengan kebijakan transportasi.  (2). 
Merupakan orang-orang yang terlibat 
dalam perumusan dan implementasi 
kebijakan transportasi di Kota Padang. 
  Untuk mendukung keabsahan data 
diperlukan triangulasi data dengan 
melakukan wawancara dengan pengemudi 
angkutan kota, pengguna kendaraan 
pribadi dan pedagang kaki lima. Penarikan 
sampel ini dilakukan dengan accidental 
sampling. Teknik ini didasarkan pada 
kemudahan (convenience). Sampel dapat 
dipilih karena berada pada waktu, situasi 
dan tempat yang tepat. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kebijakan Transportasi Dilihat Dari 
Aspek Ketersediaan Sistem Yang Dapat 
Memenuhi Harapan (Availability) 
  Salah satu hal penting dalam 
melihat kebijakan transportasi adalah 
berdasarkan availability yang merupakan 
suatu indikator untuk melihat sistem 
transportasi yang dapat memenuhi harapan 
masyarakat. Masyarakat membutuhkan 
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sistem transportasi yang mampu 
menunjang kenyamanan  mereka dalam 
mengendarai kendaraan di jalan raya. 
Kenyamanan tersebut tentunya ditunjang 
oleh ketersediaan transportasi yang baik 
berupa sarana maupun peraturan yang tepat 
dan memberikan kenyamanan bagi mereka.  
  Availability tersebut dilihat dari 
sistem yang ada dalam kebijakan 
transportasi yang memperhatikan rute yang 
fleksibel, waktu yang lebih efisien, 
kenyamanan dan keamanan para 
pengemudi dalam mengendarai kendaraan 
di jalan khususnya sepanjang jalan 
Bundaran Air Mancur. Untuk melihat 
availability tersebut perlu dikaji kebijakan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk 
mengatasi kemacetan lalu lintas di 
Bundaran Air Mancur yang merupakan 
lokasi kemacetan yang akan dianalisis. 
Apakah kebijakan yang dikeluarkan 
Pemko tersebut sudah memenuhi sistem 
yang dapat memenuhi harapan masyarakat 
atau tidak.  
Kajian politis yang dapat dilihat 
dari aspek availability adalah kajian 
prilaku birokrasi. Terjadinya perebutan 
kewenangan dan lempar tanggung jawab 
antara dua dinas yaitu Dinas Perhubungan 
dan Dinas Pasar. Dinas Perhubungan 
mempunyai kekuasaan semi otonom untuk 
mengatur operasionalisasi jalan namun 
terjadinya penyalahgunaan wewenang. 
Dinas Perhubungan mencoba mengambil 
alih wewenang Dinas Pasar untuk 
mengatur PKL. Perilaku ini disebabkan 
beberapa oknum dari Dinas Perhubungan 
mencoba mengambil keuntungan dengan 
memungut sewa dari lahan parkir yang 
mereka sediakan, sementara itu Dinas 
Pasar tidak bisa mengatur mereka lagi 
karena mereka telah membayar sewa 
kepada anggota dari Dinas Perhubungan.  
 Prilaku birokrasi yang dilihat dari 
pertarungan ego sektoral ketika terjadinya 
suatu masalah sangat menarik untuk 
menjadi bahan kajian dalam aspek politik 
availability dalam mengkaji masalah 
kemacetan lalu lintas di kawasan Bundaran 
Air Mancur ini.  Ketika suatu dinas atau 
lembaga terkait menolak untuk 
bertanggung jawab terhadap suatu hal yang 
seharusnya menjadi tanggung jawab 
mereka.  
 Ego sektoral tersebut membuat 
hubungan antara dua dinas terkait menjadi 
tidak harmonis. Dinas Pasar dan Dinas 
Perhubungan tidak berupaya untuk 
mencari penyelesaian dari masalah internal 
yang mereka hadapi tersebut. 
Pertanyaannya adalah ada apa diantara dua 
dinas terkait? Dengan mendiamkan suatu 
masalah maka asumsi yang terjadi adalah 
adanya pihak-pihak yang mendapatkan 
keuntungan dari itu semua.  
Kebijakan Transportasi Dilihat Dari 
Aspek Kualitas Sistem Transportasi 
Yang Dapat Menyediakan Layanan 
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Yang Menjawab Kebutuhan Dan 
Harapan (Quality) 
  Dilihat dari aspek quality, perilaku 
birokrasi juga terlihat dari lempar tanggung 
jawab antara Dinas Perhubungan dan 
Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan 
Umum melemparkan tanggung jawab 
masalah transportasi kepada Dinas 
Perhubungan, walaupun kita tahu salah 
satu penyebab kemacetan adalah luas jalan 
yang tidak sebanding dengan jumlah 
kendaraan. Dinas Perhubungan juga 
melemparkan salah satu penyebab 
kemacetan adalah masalah luas jalan, hal 
tersebut merupakan wewenangnya Dinas 
Pekerjaan Umum.   
  Bila dilihat secara lebih jelas, 
masalah kualitas jalan tidak ada 
hubungannya dengan Dinas Perhubungan. 
Namun apakah Dinas Perhubungan sudah 
mengusulkan masalah ini kepada Dinas 
Pekerjaan Umum, Walikota dan DPRD? 
Kalau tidak ada upaya dari Dinas 
Perhubungan untuk mengajukan hal 
tersebut kepada pihak terkait maka 
wajarlah terjadi kemacetan jalan yang 
berkepanjangan akibat luas jalan yang 
tidak mencukupi. Untuk mengatasi 
kemacetan akibat kualitas jalan yang tidak 
memadai ini maka Dinas Perhubungan 
memang harus melakukan upaya khusus 
untuk mengatasi masalah yang telah 
berlarut-larut ini.   
Kebijakan Transportasi Dilihat Dari 
Aspek Akses Transportasi Yang Mampu 
Dijangkau Oleh Publik (Accessibility) 
Dari aspek accessibility, kajian 
politis yang dapat dilihat adalah negara 
merupakan aktor yang relatif otonom. 
Otonomi tersebut tidak hanya diartikan 
sebagai kemampuan negara untuk 
melepaskan diri dari pengaruh publik 
untuk menjadi aktor yang netral dan 
indepneden. Tetapi lebih jauh diwujudkan 
dengan kemampuan negara melakukan by-
pass kepentingan publik.  
 Dilihat dari kemacetan lalu lintas 
yang terjadi di kawasan Bundaran Air 
Mancur, maka Dinas Perhubungan adalah 
aktor yang relatif otonom untuk mengatur 
kebijakan transportasi di Kota Padang. 
Oleh sebab itu mereka bisa membuat 
kebijakan dengan mengacu pada Peraturan 
Walikota Padang No 31 tahun 2009 
tentang Penjabaran Tugas pokok dan 
Fungsi Dinas Perhubungan. Dinas 
Perhubungan mempunyai salah satu bidang 
yaitu Bidang Manajemen dan Rekayasa 
Lalu lintas yang bisa membuat kebijakan 
sendiri tanpa melalui kesepakatan 
Walikota bersama DPRD.  
 Masalah yang terjadi ketika 
otonomi tersebut tidak bisa mengambil 
pola kebijakan yang mampu 
mengakomodir kepentingan masyarakat, 
sehingga rendahnya komitmen masyarakat 
dalam mengikuti aturan yang telah dibuat.  
Dalam masalah ini Dinas Perhubungan 
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kurang mengakomodir kepentingan 
masyarakat sehingga apapun kebijakan 
yang dibuat tidak mampu memberikan 
pelayanan yang diharapkan masyarakat. 
Hal ini bertambah parah ketika Dinas 
Perhubungan tidak mempunyai orang-
orang yang berkompeten untuk mengatasi 
masalah kemacetan lalu lintas di Kota 
Padang. Oleh sebab itu seharusnya ada 
upaya dari Dinas Perhubungan untuk 
mengisi jabatan-jabatan inti dalam internal 
Dinas Perhubungan dengan orang-orang 
yang lebih ahli.  
 Dinas Perhubungan membuat 
konsentrasi terakhir perjalanan masyarakat 
di Bundaran Air Mancur sehingga 
menimbulkan kemacetan di lokasi tersebut 
dan membuat pengguna kendaraan 
bermotor harus terjebak macet selama 
beberapa menit. Dinas Perhubungan tidak 
mampu memanfaatkan otonomi yang 
diberikan kepadanya untuk mengatur lalu 
lintas dan angkutan jalan dan kurang 
mengakomodir kepentingan masyarakat 
dalam setiap kebijakan yang dibuat.  
Kebijakan Transportasi Dilihat Dari 
Aspek Harga Pelayanan Transportasi 
Yang Memadai (Price) 
Harga yang dimaksud disini adalah harga 
yang harus dibayar untuk memenuhi 
kualitas pelayanan transportasi yang 
memadai. Dalam hal ini transportasi 
diharapkan dapat memenuhi harga retribusi 
parkir, retribusi izin trayek, harga sewa 
angkutan kota dan biaya tak terduga 
lainnya dengan harga terjangkau dan 
kualitas pelayanan yang memadai.   
Dilihat dari aspek politis, kebijakan 
transportasi dalam aspek price  terjadi 
ketidaktransparanan uang masuk. Indikasi 
korupsi dan penyalahgunaan wewenang 
terlihat dari pola tindakan yang dilakukan 
Dinas Perhubungan. Mereka mengizinkan 
beberapa oknum memungut sewa dari 
supir angkutan kota tanpa melakukan 
tindakan apa-apa. Perilaku ini merupakan 
cerminan buruknya birokrasi dalam tubuh 
Dinas Perhubungan itu sendiri.  
 Dalam pengelolaan keuangan 
sering terjadi ketidaktransparanan. 
Pungutan terhadap retribusi terminal, 
retribusi parkir dan pungutan lainnya 
tentunya akan meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah. Revisi perda yang sampai 
sekarang tidak dibuat merupakan cerminan 
buruknya kinerja Pemerintah Kota Padang.  
Oleh sebab itu indikasi terjadinya korupsi 
semakin jelas terlihat.  
Kendala Kebijakan Transportasi 
Pemerintah Kota Padang Untuk   
Mengatasi Kemacetan Lalu lintas Di 
Bundaran Air Mancur 
Terdapat beberapa kebijakan yang 
dibuat oleh Pemerintah bersama DPRD 
untuk kepentingan transportasi dalam Kota 
Padang. Kebijakan tersebut menjadi acuan 
untuk melaksanakan aturan dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Namun tidak semua aturan dibuat dalam 
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bentuk kebijakan resmi berupa Peraturan 
Daerah dan SK Walikota. Kebijakan 
tersebut hanya dibuat oleh instansi tertentu 
karena memang diberi wewenang untuk 
mengatur suatu bidang. Berdasarkan 
wawancara yang peneliti lakukan dengan 
berbagai informan maka kebijakan 
transportasi Pemkot Padang dalam bidang 
transportasi hanyalah pengaturan lalu lintas 
yang bersifat umum yang dikelola oleh 
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas 
Dinas Perhubungan Kota Padang. 
Pengaturan lalu lintas itu adalah sistem 
kanalisasi. Sistem ini bekerja dengan 
memisahkan jalur angkutan kota dan jalur 
kendaraan pribadi. Hal ini seperti yang 
disampaikan oleh Yudi Indra Syani 
berikut; 
“Kanalisasi ini sudah dilakukan satu 
tahun, sebelumnya semaraut, karena 
sebelumnya penataan lalu lintas belum 
melalui studi, 2008 baru kita mulai buat 
perencanaan, sementara untuk mengatasi 
kemacetan kita lakukan kanalisasi ini, 
kanalisasi itu kan manajemen dan rekayasa 
lalu lintas, jadi tidak ada peraturan atau 
perda, itu kan bagian dari manajemen lalu 
lintas saja, manajemen ini selalu dinamis, 
bisa berubah-ubah”. 
  Sistem kanalisasi ini sudah berjalan 
selama satu tahun terakhir. Sistem ini tidak 
dibuat berdasarkan peraturan resmi berupa 
Perda atau SK Walikota. Sistem ini bisa 
berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan 
lalu lintas. Sistem ini sudah dibuat dengan 
memperhatikan kajian-kajian ilmiah 
dengan melibatkan orang-orang yang ahli 
dalam bidangnya.  Pada tahun 2008 kajian 
tentang lalu lintas belum melalui studi 
yang matang sehingga manajemen lalu 
lintas belum memikirkan aspek-aspek 
penting yang harus ada untuk kenyamanan 
pengemudi kendaraan bermotor. Tidak ada 
kebijakan khusus yang dikeluarkan Pemkot 
untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di 
Bundaran Air Mancur tersebut, yang ada 
hanyalah pengaturan lalu lintas. Hal ini 
kembali sejalan dengan apa yang 
disampaikan Yudi Indra Syani berikut; 
“Kita hanya mengatur berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, 
sebelumnya No 14 Tahun 1992, Perda 
khusus di Bundaran Air Mancur itu ndak 
ada dek, Bundaran Air Mancur itu kan lalu 
lintas, perda itu secara umum, pengaturan 
manajemen lalu lintas dilakukan oleh 
Pemkot yang diwakili oleh Dinas 
Perhubungan”.  
  Berdasarkan wawancara tersebut, 
maka peneliti dapat melihat bahwa 
kebijakan transportasi Pemko di kawasan 
Bundaran Air Mancur bersifat umum, yaitu 
mengandalkan sistem kanalisasi. 
Pengaturan lalu lintas ini mengatur 
pemisahan jalur angkutan kota dan jalur 
kendaraan pribadi. Pengaturan ini hanya 
dibuat oleh Dinas Perhubungan dan tidak 
ada dokumen resmi berupa Perda atau SK 
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Walikota. Dinas Perhubungan menjadikan 
Undang-Undang No 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
sebagai rujukan utama. Sementara itu 
untuk mengatur fungsi jalan maka Pemkot 
mengandalkan Dinas Perhubungan untuk 
mengatur manajemen dan rekayasa lalu 
lintas.  
  Hal ini sejalan dengan Peraturan 
Walikota Padang No 31 Tahun 2009 
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Perhubungan. Dalam SK ini disebutkan 
bahwa Kepala Bidang Lalu Lintas 
mempunyai tugas: (1). Penyusunan 
manajemen dan rekayasa lalulintas. 
(2).Penyusunan pengendalian lalu lintas. 
(3).Pengawasan pelaksanaan tugas unit-
unit dan UPT di lingkungan binaan lalu 
lintas. (4).Melakukan penyidikan 
pelanggaran lalu lintas. (5). Pemberian 
perizinan di bidang lalu lintas. 
(6).Pembuatan evaluasi dan laporan 
pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas. (7). 
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.  
  Kebijakan transportasi di Kota 
Padang sama untuk semua daerah tanpa 
memandang karakteristik masing-masing 
tempat. Hal ini mengakibatkan rumitnya 
pengaturan lalu lintas di beberapa daerah 
yang mempunyai karakteristik khusus dan 
tidak mungkin mengandalkan perda secara 
umum saja. Dalam dokumen resminya 
Pemkot hanya mengatur masalah kebijakan 
retribusi melalui berbagai macam Perda 
yang dikeluarkan. 
Perda tersebut antara lain sebagai berikut: 
(1).Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 
10 tahun 2001 tentang Retribusi Terminal. 
(2).Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 
11 tahun 2001 tentang Retribusi Izin 
Trayek. (3).Peraturan Daerah Kota Padang 
Nomor 06 tahun 2004 tentang Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor. 
(4).Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 
06 tahun 2005 tentang Retribusi Tempat 
Khusus Parkir. (5).Peraturan Daerah Kota 
Padang Nomor 07 tahun 2005 tentang 
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 
 Dari data tersebut dapat dilihat 
bahwa peraturan daerah yang dikeluarkan 
oleh Pemkot Padang bersifat sangat umum, 
dan tidak ada peraturan khusus untuk 
mengatasi kemacetan di kawasan 
Bundaran Air Mancur yang merupakan 
pusat CBD (Central Business District) 
dimana hampir semua kendaraan melaju di 
lokasi ini untuk melakukan berbagai 
macam kegiatan sehari-hari terutama di 
sektor perdagangan. Jika hal ini terus 
dibiarkan maka wajar terjadi kemacetan 
yang berkelanjutan.  
  Berdasarkan Peraturan Walikota 
disebutkan di atas juga terlihat tugas utama 
Dinas Perhubungan adalah untuk 
operasionalisasi jalan, hal ini juga sejalan 
dengan pernyataan Aswar Asrol berikut; 
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“Kawasan Bundaran Air Mancur 
adalah pusat central business district, 
Dinas Tata Ruang sudah mencoba 
mengatur  tata ruang dari Plasa Andalas ke 
Sentral Pasar Raya bisa ditembus dengan 
berjalan kaki, namun untuk pergerakan 
orang adalah tugas Dinas Perhubungan. 
Dinas Tata Ruang hanya mengatur akses 
jalan, namun urusan transportasi adalah 
tugas Dinas Perhubungan” 
  Tugas Dinas Tata Ruang dan Tata 
Bangunan hanyalah untuk mengatur akses 
jalan, sedangkan untuk urusan manajemen 
transportasi diserahkan kepada Dinas 
Perhubungan. Dinas Tata Ruang tidak 
membuat kebijakan khusus disana, mereka 
hanya mengatur bagaimana akses jalan 
yang baik disana. Pernyataan di atas juga 
di dukung oleh Julmadian Abda berikut; 
“Kemacetan yang terjadi di Bundaran Air 
Mancur itu, karena luas jalannnya yang 
tidak mencukupi, namun kita tidak bisa 
memperlebar jalan disana, karena 
keterbatasan lahan dan butuh kerjasama 
yang baik, baik itu dari PU, DLLAJ, Dinas 
Pasar, Dinas Kebersihan dan juga Satpol 
PP. Permasalahannya karena Dinas PU 
tidak punya kewenangan di bidang lalu 
lintas tersebut karena tugas dan wewenang 
PU hanya memperbaiki jalan, yang lain 
bukan lagi urusan Dinas PU. Penambahan 
volume jalan di pusat kota tidak mungkin 
lagi, masalah kemacetan ini lebih karena 
kesalahan pengaturan lalu lintasnya”  
Senada dengan Dinas Tata Ruang 
dan Tata Bangunan, maka Dinas Pekerjaan 
Umum juga tidak membuat kebijakan 
khusus untuk mengatasi kemacetan di 
Bundaran Air Mancur. Menurut Dinas PU 
ini mereka tidak bisa memperlebar jalan 
karena situasi yang tidak memungkinkan. 
Dinas PU menyebut mereka tidak bisa 
bekerja sendiri, mereka membutuhkan 
kerjasama dengan berbagai instansi 
lainnya, yaitu Dinas Perhubungan, Dinas 
Pasar, Dinas Kebersihan dan Satpol PP. 
Namun untuk urusan lalu lintas mereka 
menyerahkan kepada dinas lainnya, yaitu 
Dinas Perhubungan untuk mengatur 
kemacetan di Bundaran Air Mancur. Oleh 
sebab itu mereka tidak bisa berbuat apa-
apa untuk mengatasi kemacetan tersebut.   
  Dari hasil wawancara tersebut 
dapat terlihat bahwa Dinas Pasar tidak 
mampu berbuat apa-apa untuk mengatasi 
kemacetan, semua hal tersebut 
merupakan wewenang Dinas Perhubungan 
yang mengatur urusan jalan. Pendapat ini 
juga didukung oleh Mikadri Miyar berikut 
ini; 
“Sebetulnya kebijakan 
transportasi Kota Padang berada di Dinas 
Perhubungan. DTK itu kan tugasnya kan 
cuma memberikan masukan, dan saran 
kepada Dinas Perhubungan. Mungkin ada 
hal-hal yang perlu disarankan demi 
kelancaran transportasi Kota Padang. DTK 
didirikan oleh Dinas Perhubungan untuk 
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membantu mengaplikasikan program-
program yang dibuat oleh Dinas 
Perhubungan. Kita memberikan masukan 
dan pemikiran. Kalau berbicara 
ketersediaan saranan transportasi, itu relatif 
namun apa yang dilakukan Dinas 
Perhubungan sudah melalui kajian-kajian 
yang matang”. 
  Dari hasil wawancara di atas dapat 
dilihat bahwa Dewan Transportasi Kota 
juga mengandalkan Dinas Perhubungan 
sebagai pembuat kebijakan khsusus dalam 
bidang transportasi. DTK menganggap apa 
yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah 
melalui kajian yang matang.  
  Kebijakan Pemkot Padang yang 
bersifat sangat umum ini juga terlihat dari 
observasi yang peneliti lakukan, dari 
observasi tersebut terlihat satu-satunya 
pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh 
Dinas Perhubungan hanyalah pemisahan 
jalur angkutan kota dan jalur kendaraan 
pribadi yang mereka sebut dengan 
kanalisasi. Kebijakan tersebut hanyalah 
manajemen rekayasa lalu lintas dan dapat 
diubah sewaktu-waktu oleh Dinas 
Perhubungan. Pengaturan lalu lintas yang 
dilakukan oleh Dinas Perhubungan 
tersebut juga tidak berjalan dengan efektif 
sehingga wajar terjadi kemacetan lalu 
lintas yang berkepanjangan.  
  Dari hasil observasi yang peneliti 
lakukan, pihak yang langsung bertindak 
dalam implementasi sistem kanalisasi ini 
selain Dinas Perhubungan juga dibantu 
oleh Satlantas Poltabes. Mereka membagi 
tugas menjadi dua tempat. Jalur kendaraan 
di sekitar Mesjid Muhammadiyah yang 
merupakan jalur kendaraan putih dan 
orange dijaga oleh Dinas Perhubungan, 
sementara itu Satlantas berjaga di pos 
polisi yang berada di depan Matahari 
Square yang merupakan jalur angkot 
merah dan biru. Hasil observasi ini sejalan 
dengan pendapat Andri Perkasa, Anggota 
Satlantas Poltabes padang yang peneliti 
temui di pos polisi ketika melakukan 
observasi.  
“Khusus untuk Bundaran Air 
Mancur sudah dibuat kanalisasi. Dua jalur, 
satu untuk kendaraan pribadi, satu jalur 
angkot. Untuk kanalisasi terjadi banyak 
pelanggaran. Namun kita sudah lakukan 
sosialisasi. Namun yang melanggar sudah 
kita kasih teguran, namun jika masih 
melanggar kita kasih tilang.  Jalurnya 
sudah baik, rambu-rambunya sudah ada. 
Untuk simpang air mancur, jika sudah 
padat di Pasar Raya kita alihkan arus, ke 
Hiligoo. Kita sudah kerjasama dengan 
Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan 
sudah buat rambu-rambu, kita adakan tiap 
hari. Kita kerjasama yang baik dekat 
mesjid taqwa ada Dinas Perhubungan” 
  Berdasarkan pendapat informan 
tersebut, dapat dilihat satu-satunya 
pengaturan lalu lintas yang dikeluarkan 
oleh Pemkot Padang untuk mengatasi 
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kemacetan lalu lintas di Bundaran Air 
Mancur adalah kanalisasi. Namun 
kebijakan ini sering dilanggar oleh 
pengemudi kendaraan, sehingga tidak 
efektif untuk mengatasi kemacetan lalu 
lintas di Bundaran Air Mancur. Satlantas 
sudah melakukan kerjasama dengan Dinas 
Perhubungan untuk mengatasi kemacetan 
lalu lintas ini, namun kerjasama mereka 
tetap saja tidak mampu memberikan solusi 
yang baik untuk mengatasi permasalahan 
ini. Jika Pemkot tidak segera 
mengeluarkan kebijakan yang lebih 
spesifik untuk mengatasi masalah ini, 
maka kemacetan di Kawasan Bundaran Air 
Mancur akan terus terjadi. 
  Di lain sisi Dinas Pasar mengatakan 
salah satu penyebab kemacetan di 
Bundaran Air Mancur adalah karena tidak 
berfungsinya badan jalan dengan baik.  Hal 
itu diakui sendiri oleh Dinas Pasar yang 
mengaku tidak pernah melegalkan 
pedagang kaki lima untuk berjualan di 
bahu jalan. Seperti yang disampaikan 
Jasman Berikut ini; 
“Bagi Pemerintah Kota, PKL itu 
merupakan aset, artinya begini, di tingkat 
pimpinan, Pak Walikota ingin membina 
PKL menjadi pedagang yang baik. Mereka 
tidak legal dari segi hukum, namun Pemkot 
tidak bisa bertangan besi. Kalau kita mau 
dalam dua hari bisa bersih, namun karena 
pemerintah tidak bisa bertangan besi” 
  Berdasarkan hasil wawancara 
tersebut, Dinas Pasar mengakui bahwa 
mereka tidak pernah melegalkan pedagang 
kaki lima berjualan di bahu jalan di sekitar 
Bundaran Air Mancur, namun mereka 
menimbang nilai-nilai kemanusiaan 
sehingga mereka tidak mampu bertangan 
besi, memaksa PKL untuk memindahkan 
tempat mereka berdagang, sementara itu 
pemerintah tidak menyediakan tempat lain 
untuk mereka berdagang. Nilai-nilai 
kemanusiaan inilah yang menyebabkan 
PKL tersebut sampai sekarang masih 
bertahan di kawasan ini. Sebenarnya jika 
Pemkot mau mengusir mereka, maka hal 
itu sudah selesai dari dahulu, namun tetap 
saja hal tersebut tidak menyelesaikan 
masalah. Tindakan  dari Dinas Pasar 
hanyalah mencoba untuk menertibkan 
mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Jasman berikut ini: 
“Kebijakan yang kita buat sejauh 
mereka tidak terlalu mengganggu K3, kita 
tolerir dengan batas-batas tertentu. Kita 
tetap tertibkan itu, tapi PKLnya yang tidak 
mau patuh. Setiap yang melanggar kita 
berikan teguran, seperti kita amankan 
barangnya” 
  Namun terdapat indikasi yang tidak 
baik antara Dinas Pasar dan Dinas 
Perhubungan. Dinas Pasar mengaku tidak 
bisa mencegah orang berjualan di jalan 
terutama lahan parkir karena lahan parkir 
adalah wewenangnya Dinas Perhubungan. 
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Sementara itu pedagang kaki lima 
mengaku membayar sewa kepada Dinas 
Perhubungan untuk berjualan di bahu jalan 
yang seharusnya merupakan lokasi parkir 
kendaraan umum. Seperti yang 
disampaikan Jasman berikut ini; 
“Permasalahan kemacetan salah 
satunya karena Dinas perhubungan itu 
menyewakan lahan parkir untuk tempat 
berjualan pedagang Kaki Lima, kita tidak 
bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah 
membayar kepada Dinas Perhubungan”. 
  Itulah konflik utama antara Dinas 
Pasar dan Dinas Perhubungan. Dinas Pasar 
merasa wewenangnya diambil oleh Dinas 
perhubungan, karena wilayah mereka 
diambil oleh dinas lainnya yang 
menyalahgunakan wewenang yang mereka 
miliki. Dinas Perhubungan memang 
mempunyai wewenang untuk mengatur 
lahan parkir, namun mereka mengambil 
keuntungan dibalik itu semua, tanpa 
meminta persetujuan dari Dinas Pasar yang 
mempunyai wewenang utama untuk 
mengatur PKL.    
 Informan yang peneliti temui dari 
Dinas Pasar mengaku tidak mampu  
bertangan besi menyuruh pedagang kaki 
lima pindah tempat berdagang karena sisi-
sisi kemanusiaan. Kalaupun dipaksakan 
menghentikan orang untuk berpindah 
tempat ke daerah lain akan dikhawatirkan 
terjadi demonstrasi besar-besaran dari 
pedagang bahkan sampai bunuh-bunuhan.   
 Sementara itu terjadi batasan 
kewenangan yang tidak jelas mengenai 
fungsi Dinas Pasar. Menurut  Dinas Pasar 
yang  menjadi wewenang tugas mereka 
adalah wilayah milik pemerintah Kota 
Padang, akibatnya wilayah milik pribadi 
masyarakat walaupun dijadikan tempat 
berjualan, maka Dinas Pasar tidak bisa 
mengeluarkan tindakan apapun.  
  Di sisi lain, berdasarkan hasil 
wawancara yang didapatkan dari informan 
yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum 
mengatakan bahwa dinas ini hanya 
bertugas untuk pembangunan jalan dan 
rehabilitasi jalan saja, sementara masalah 
terjadinya penyimpangan fungsi jalan di 
Bundaran Air Mancur maka Dinas PU 
menolak untuk bertanggung jawab atas 
masalah ini. Hal ini seperti yang 
disampaikan oleh Julmadian Abda Berikut;  
“Dinas Pekerjaan Umum hanya 
bertugas untuk pembangunan jalan dan 
rehabilitasi jalan, khusus untuk kawasan 
Bundaran Air Mancur kita hanya 
melakukan rehabilitasi jalan. Sementara itu 
untuk kawasan lainnya kita hanya 
melakukan pembangunan jalan baru dan 
pembukaan jalan baru. Kemacetan yang 
terjadi di Bundaran Air Mancur itu, karena 
luas jalannya yang tidak mencukupi, 
namun kita tidak bisa memperlebar jalan 
disana, karena keterbatasan lahan dan 
butuh kerjasama yang baik, baik itu dari 
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PU, DLLAJ, Dinas Pasar, Dinas 
Kebersihan dan juga Satpol PP”  
  Berdasarkan hasil wawancara 
tersebut terlihat bahwa Dinas Pekerjaan 
Umum menolak untuk bertanggung jawab 
terhadap permasalahan kemacetan yang 
terjadi di Bundaran Air Mancur. Menurut 
mereka tugas utama mereka di kawasan 
Bundaran Air Mancur hanya untuk 
merehabilitasi jalan, sementara itu masalah 
kemacetan yang terjadi di Bundaran Air 
Mancur adalah kewenangan Dinas 
Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pasar Dan 
Dinas kebersihan untuk mengaturnya.  
  Dinas Pekerjaan Umum 
mengatakan tidak membuat kebijakan 
khusus di Bundaran Air Mancur. Tugas 
mereka sekarang hanyalah merehabilitasi 
jalan jika terjadi kerusakan. Hal ini 
kembali sejalan dengan apa yang 
disampaikan Julmadian Abda berikut; 
“Permasalahannya karena Dinas 
PU tidak punya kewenangan di bidang lalu 
lintas tersebut karena tugas dan wewenang 
PU hanya memperbaiki jalan, yang lain 
bukan lagi urusan Dinas PU. Penambahan 
volume jalan di pusat kota tidak mungkin 
lagi, masalah kemacetan ini lebih karena 
kesalahan pengaturan lalu lintasnya” 
  Informan tersebut mengatakan 
bahwa mereka tidak mempunyai 
kewenangan dalam bidang lalu lintas. 
Mereka tidak mau disalahkan karena 
mereka merasa kemacetan tersebut bukan 
bagian dari tanggung jawab mereka. 
Ketika ditanya mengenai kemacetan di 
kawasan Bundaran air Mancur, informan 
yang peneliti temui mengatakan bahwa 
kewenangan Dinas Pekerjaan umum hanya 
sebatas memperbaiki jalan, mereka tidak 
bisa menambah pembangunan infrastruktur 
jalan, karena keterbatasan lahan. Masalah 
kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut 
adalah kesalahan penanganan. 
Kewenangan penanganan jalan tersebut 
mereka serahkan kepada Dinas 
Perhubungan.  
  Berdasarkan wawancara dengan 
informan yang berasal dari Satlantas 
Poltabes Kota Padang, informan tersebut 
mengatakan hanya menjalankan aturan 
yang telah dikeluarkan oleh Dinas 
Perhubungan. Peraturan utama itu ialah 
dengan adanya sistem kanalisasi. Hal ini 
seperti yang diungkapkan oleh Andri 
Perkasa Berikut ini; 
“Khusus untuk Bundaran Air 
Mancur sudah dibuat kanalisasi. Dua jalur, 
satu untuk kendaraan pribadi, satu jalur 
angkot” 
  Berdasarkan hasil wawancara 
tersebut, maka Satlantas mengakui 
kebijakan utama untuk mengatasi 
kemacetan lalu lintas di Bundaran Air 
Mancur  adalah kanalisasi, Namun pada 
kenyataannya banyak terjadi pelanggaran 
dari kebijakan ini. Maka wajar saja 
kemacetan terus terjadi.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Ditinjau dari aspek Availability, 
kebijakan transportasi Pemko Padang telah 
menghadirkan sistem kanalisasi sebagai 
kebijakan utama untuk mengatasi 
kemacetan lalu lintas di Bundaran Air 
Mancur namun sering mengalami 
pelanggaran. Ditinjau dari aspek Quality, 
kebijakan transportasi Pemko Padang 
belum mampu menghadirkan sistem 
pertransportasian yang dapat menjawab 
harapan masyarakat. Dilihat dari aspek 
Accessibility, kebijakan transportasi Pemko 
Padang khususnya akses menuju Bundaran 
Air Mancur membuat orang dengan mudah 
mencapai lokasi tersebut sehingga terjadi 
penumpukan kendaraan dan orang di 
Bundaran Air Mancur. Dilihat dari aspek 
Price, maka kebijakan transportasi Pemko 
Padang telah dibuat dalam bentuk Perda 
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